
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022 NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN

2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, maka telah diundangkan
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap
perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi
serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, dipandang perlu menata
kembali susunan perangkat daerah Kabupaten
Way Kanan agar berjalan efektif dan efisien
sehingga dapat menyelenggarakan tugas dan
fungsi dalam rangka peningkatan kualitas

penyelenggaraan...
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Mengingat

penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah
dan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Way Kanan;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way

Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung

Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

4.Undang...
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4449);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

8. Peraturan...
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way
KananTahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way
Kanan Nomor 188);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way
Kanan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Way Kanan Nomor 183);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan
BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN.

Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor

159), sebagaimana telah diubah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);

2. Peraturan Daerah Nomor 3Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan

sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat

Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan merupakan Sekretariat
DPRD Tipe A;

c. Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan Inspektorat

Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan;

2. Dinas...
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2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

3. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial;

4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
subbidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

5. Dinas Perkebunan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan;

6. Dinas Penkanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kelautan dan perikanan;

7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pangan;

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan umum
dan penataan ruang;

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan
pemerintahan bidang transmigrasi;

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup;

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan
masyarakat dan desa;

14. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;

15.Dinas...
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15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha
kecil, dan menengah;

16. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian, serta
urusan pemerintahan bidang statistik;

17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe
B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman
modal;

18. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan
dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan
pemerintahan bidang perdagangan;

20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan
pemerintahan bidang kearsipan;

21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B,

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
dan

22. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B,
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan pemukiman serta pertanahan.

e. Badan Daerah Kabupaten Way Kanan, terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan

fungsi penunjang urusan di bidang perencanaan dan bidang
penelitian dan pengembangan;

2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

3.Badan...
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3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang keuangan
subbidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi
penunjang urusan di bidang keuangan subbidang pendapatan
daerah; dan

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI WAY KANAN,
dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 7 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG: 01/1263/WK/2022

ARIS SUPRIYA 0, S.H., M.H,

. Disalin
KEPALA

an aslinya
N HUKUM,

Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 20 01 1 012
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN

2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija membawa perubahan
yang signifikan terhadap pembagian kewenangan urusan Pemerintahan
Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni
dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan
beban keija yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.
Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah
yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Way Kanan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Keija.

Saat ini dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Way Kanan,

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pekeijaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan pemukiman masih diwadahi dalam 1 (satu) perangkat
daerah yaitu Dinas Pekeijaan Umum Kabupaten Way Kanan. Sehingga

beban keija Dinas Pekeijaan Umum sangat berat dan perlu dilakukan
pemecahan antara urusan pemerintahan bidang pekeijaan umum dan
penataan ruang dengan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
Kawasan Permukiman.

Kemudian...
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Kemudian dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsid Kabupaten/Kota yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 39 Tahun
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, urusan
pemerintahan bidang pertanahan yang semula menjadi tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah pada Bagian Tata Pemerintah, tidak lagi masuk
kedalam tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Selanjutnya, dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa
Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat fungsi sub urusan
Pemadam Kebakaran di daerah. Dengan pertimbangan untuk
menciptakan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efïsien dan
memperkuat fungsi Pemadam Kebakaran, maka dipandang perlu

menambahkan nomenklatur “Pemadam Kebakaran” pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Way Kanan sehingga menjadi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Way Kanan, guna
meningkatkan pelayanan publik di bidang pemadam kebakaran di

Kabupaten Way Kanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan

sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan
peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian hukum
dalam bentuk Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 189
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